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Abstrak: Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No.20 Tahun 
2003, merupakan puncak usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan 
Nasional. Dengan demikian,  UU No.20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya 
pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya wadah tersebut pendidikan 
Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Namun sampai sekarang 
pengelolaan madrasah masih di bawah Kemenag instansi vertikal sebagaimana tercantum dalam 
Permenag No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Walaupun 
demikian madrasah telah banyak melakukan inovasi-inovasi sehingga kualitasnya bisa bersaing 
dengan sekolah umum.  
 
Kata kunci: School Based Management, madrasah, instansi vertikal 
 
Abstract: The birth of Law no. 2 of 1989 which later refined into Law No.20 of 2003, is the 
culmination of integrating Islami/,tnyc education into the National Education System. Thus, Law 
No.20 of 2003 is a formal container for the integration of Islamic education in the National 
Education System. With such a container of Islamic education get opportunities and opportunities 
to continue to be developed. However, until now the management of madrasah is still under 
Kemenag vertical institution as stated in Permenag. 13 of 2012 on the Organization and Working 
Procedures of Vertical Agencies. However, madrasahs have made many innovations so that their 
quality can compete with public schools. 
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PENDAHULUAN 
Isu otonomi pendidikan bergulir 
bersamaan dengan isu-isu otonomi daerah 
yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 
1999 tentang pembagian wewenang dan 
tanggung jawab antara pemerintah pusat dan 
daerah. Pengelolaan bidang pendidikan akan 
diserahkan kepada pemerintah daerah 
tingkat II sejalan diberlakukannya UU 
tersebut. Otonomi pendidikan merupakan 
upaya untuk menjadikan lembaga 
pendidikan (sekolah) sebagai wadah otonom 
yang memberikan layanan pendidikan yang 
bermutu kepada masyarakat dan sesuai 
kebutuhan masyarakat. Otonomi pendidikan 
secara mikro lebih dikenal dengan otonomi 
sekolah, juga sering disebut dengan 
desentralisasi pengelolaan sekolah, 
pengelolaan pendidikan berdasarkan 
kebutuhan sekolah / masyarakat atau disebut 
juga dengan school base management. 
Sekolah-sekolah diberikan kewenangan 
yang penuh dalam merancang kebutuhan 
layanan pendidikan berdasarkan kebutuhan 
masyarakat. 
Dalam hal ini pelaksanaan otonomi 
daerah telah menimbulkan perubahan besar, 
bukan hanya dalam bidang pemerintahan 
dan birokrasi, tetapi juga dalam bidang 
pendidikan. Pendidikan umum yang berada 
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di bawah naungan Kementerian  Pendidikan 
Nasional sudah jelas posisinya karena 
pendidikan termasuk yang kewenangannya 
diserahkan kepada daerah untuk 
disentralisasikan. Sementara itu, sekolah 
agama (baca: madrasah ) yang berada di 
bawah Kementerian Agama sampai 
sekarang masih banyak diperdebatkan 
(Hasbullah, 2010:149). Hal ini disebabkan 
karena madrasah berada di bawah Kemenag 
instansi vertikal. Semua ini berdampak 
kepada budgeting yang diterima madrasah 
sangat terbatas dibanding sekolah yang 
berada di bawah Kemendikbud. Walaupun 
dengan segala keterbatasan tersebut, 
madrasah bisa menunjukkan prestasi-
prestasi yang tidak ketinggalan dibanding 
sekolah. Banyak inovasi yang dilakukan 
madrasah dalam bingkai school base 
manajement untuk meningkatkan 
kualitasnya agar bisa bersaing dengan 
sekolah. 
PEMBAHASAN 
Konsep Managemen Berbasis Sekolah 
(School Based Management) 
Secara konseptual ada beberapa istilah 
yang  berkaitan dengan manajemen berbasis 
sekolah (MBS), di antaranya school based 
management atau school based decision 
making and management. Konsep dasar 
MBS  menurut Bank Dunia sebagaimana 
dikutip Mulyasa (2004:11) memberi 
pengertian bahwa MBS merupakan bentuk 
alternatif sekolah dalam program 
desentralisasi di bidang pendidikan yang 
ditandai oleh otonomi luas di tingkat 
sekolah, partisipasi masyarakat, dan dalam 
kerangka kebijakan pendidikan nasional. 
Hadi (2001:11) menjelaskan bahwa 
manajemen berbasis sekolah mengandung 
pengertian pemberian otonomi kepada 
sekolah/madrasah, dalam hal ini kepala 
sekolah/madrasah, untuk memenej 
pendidikan dan penyelenggaraan di sekolah/ 
madrasah. Dalam konteks ini, 
penyelenggaraan di sekolah/madrasah 
bertumpu pada kemampuan kepala 
sekolah/madrasah karena diberi 
kewenangan dalam merencanakan, 
melaksanakan, mengawasi, dan menilai 
hasil pendidikan di sekolah/madrasah 
bersangkutan. Tersirat juga makna  bahwa 
kepala sekolah/madrasah dalam memenej 
sekolah/madrasah harus pula 
memperhatikan penekanan kepada 
pendidikan yang berbasis masyarakat yang 
sedang dikembangkan pemerintah, dan juga 
perlu mengambil bentuk pendekatan 
manajerial yang sedang dikembangkan 
dalam peningkatan kualitas pendidikan 
madrasah, yaitu pendekatan total quality 
management.  
Selain itu, Mohrman (1994:53) 
menguraikan bahwa: sebagai suatu konsep, 
bisa dikatakan MBS merupakan tawaran 
model reformasi pendidikan. Konsep ini 
merupakan salah satu bentuk 
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rekstrukturisasi sekolah dengan mengubah 
sistem sekolah dengan melakukan 
kegiatannya. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan prestasi akademik sekolah 
dengan mengubah desain stuktur 
organisasinya. 
Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 
2003 (2006:141) tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pada bagian penjelasan pasal 51 
ayat 1, “manajemen berbasis sekolah atau 
madrasah adalah bentuk otonomi 
manajemen pendidikan pada satuan 
pendidikan, yang dalam hal ini kepala 
sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh 
komite sekolah atau madrasah dalam 
mengelola kegiatan pendidikan. 
Pada dasarnya manajemen berbasis 
sekolah merupakan inti dari pelaksanaan 
desentralisasi pendidikan. Di samping itu 
MBS juga merupakan harapan dari 
demokratisasi sektor pendidikan agar 
seluruh komponen dan kekuatan masyarakat 
agar terlibat dalam melakukan perubahan 
dan perbaikan sektor pendidikan menuju 
hasil pendidikan yang berkualitas. 
Demokratisasi pengelolaan pendidikan 
berarti mendorong tanggung jawab 
peningkatan dan perbaikan kualitas tenaga 
guru dan tenaga guru dan  kepala sekolah 
untuk mengorganisir berbagai program 
peningkatan hasil belajar  melalui proses 
pembelajaran dengan dukungan para 
stakeholder serta pemerintah daerah yang 
bertugas melakukan fasilitasi terhadap 
berbagai upaya pengembangan sekolah, 
sehingga SDM lulusan sekolah kompetitif di 
pasar tenaga kerja, lokal, nasional, regional 
dan bahkan global (Rosyada, 2007:215).  
Maka MBS memberikan kebebasan dan 
kekuasaan yang besar pada sekolah, yang 
disertai seperangkat tanggung jawab yang 
dibebankan kepada sekolah. Dengan adanya 
pengalihan kewenangan pengambilan 
keputusan ke level sekolah, maka sekolah 
diharapkan lebih mandiri dan mampu 
menentukan arah pengembangan yang 
sesuai dengan kondisi dan tuntutan 
lingkungan masyarakatnya. Atau dengan 
kata lain, sekolah harus mampu 
mengembangkan program yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Manajemen berbasis sekolah dipahami 
sebagai salah satu alternatif pilihan formal  
untuk mengelola struktur penyelenggaraan 
pendidikan yang terdesentralisasi, dan 
menempatkan sekolah sebagai unit utama 
peningkatan. Konsep ini menempatkan 
redistribusi kewenangan para pembuat 
kebijakan sebagai elemen paling mendasar 
untuk meningkatkan kualitas hasil 
pendidikan. Pada sisi ini, MBS merupakan 
cara untuk memotivasi kepala sekolah lebih 
bertanggung jawab terhadap kualitas peserta 
didik (Fajar, 2002:xv). 
Untuk itu sudah seharusnya kepala 
sekolah mengembangkan program-program 
kependidikan secara menyeluruh untuk 
melayani kebutuhan peserta didik di 
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sekolah. Semua personil sekolah lazimnya 
menyambut dengan merumuskan program 
yang lebih operasional, sebab merekalah 
pihak yang paling mengetahui akan 
kebutuhan peserta didiknya. 
 Karena secara umum MBS bertujuan 
untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau 
memberdayakan sekolah melalui pemberian 
kewenangan (otonomi), fleksibilitas yang 
lebih besar kepada sekolah dalam mengelola 
sumber daya dan mendorong partisipasi 
warga sekolah dan masyarakat untuk 
meningkatkan mutu pendidikan (Hadiyanto, 
2004:70). 
Paradigma Dasar School Based 
Manajemen 
Reformasi bidang politik di Indonesia 
pada penghujung abad ke-20 M., telah 
membawa perubahan besar pada kebujakan 
pengembangan sektor pendidikan, yang 
secara umum bertumpu pada dua paradigma 
baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi 
(Rosyada: 2007). Dalam UU No. 22 Tahun 
1999 dinyatakan bahwa yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah yang 
pertama adalah bidang pendidikan.  
Dengan demikian kehadiran UU 
Nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU 
Nomor 29 tahun 1999) tentang 
Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah 
kewenangan telah diserahkan oleh 
Pemerintah Pusat kepeada Pemerintah 
Daerah, memungkinkan daerah untuk 
melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi 
dalam upaya pembangunan daerahnya, 
termasuk dalam bidang pendidikan. 
Berubahnya kewenangan dari sistem 
sentralisasi ke desentralisasi dalam 
pengelolaan pendidikan mengandung 
pengertian terjadinya pelimpahan kekuasaan 
dan wewenang yang lebih luas kepada 
daerah untuk membuat perencanaan dan 
mengambil keputusannya sendiri yang 
dihadapi di bidang pendidikan. 
Dialihkannya kewenangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintahan 
daerah bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas karena selama ini terjadi 
kesenjangan antara pencapaian prestasi 
kinerja guru dengan kualitas pembelajaran 
sebagian siswa. Maka pemerintah dalam 
hal ini mempunyai kewenangan hanya 
dalam hal budgeting, sarana prasarana dan 
SDM yang akan menjadi guru  diangkat 
oleh pemerintah daerah, berdasarkan 
usulan dari sekolah.  
Akan tetapi kenyataan bahwa 
pemerintah daerah merupakan instansi 
pemerintah yang mobilitas 
kepegawaiannya yang sangat dinamis. 
Seorang kepala dinas kabupaten/kota tidak 
harus sarjana pendidikan karena  
merupakan jabatan sturktural. 
Konsekwensinya ada kemungkinan kepala 
dinas tidak bisa mengurusi kurikulum, 
teknologi pembelajaran dan evaluasi. 
Maka  masalah kurikulum, teknologi  
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pembelajaran dan evaluasi diserahkan 
kewenangannya kepada sekolah.  Di 
samping itu school knowledge, school time, 
school asessment, school technologi dan 
school manajemen sepenuhnya juga 
didistribusikan kewenangannnya kepada 
sekolah.  
Maka dalam hal ini  dituntut kepala 
sekolah yang profesional minimal harus 
memiliki/ menguasai conten skill , 
manajerial skill dan communication skill. 
Kepala madrasah profesional dalam 
paradigma baru manajemen pendidikan 
harus fokus pada pelanggan, melalui 
peningkatan kualitas pembelajaran dan 
kualitas lulusan dari madrasahnya, 
sehingga memiliki lembaga yang unggul, 
yang cirinya mempunyai visi dan misi 
yang jelas, kurikulum yang tidak dikotomi, 
proses belajarnya yang student centris, 
pendidik dan tenaga pendidik yang 
profesional, siswa yang unggul, sarana dan 
prasarana yang sesuai, sistem pengelolaan 
yang profesional dan lingkungan yang 
mendukung. 
Dalam pelaksanaan manejemen 
berbasis sekolah di madrasah bisa 
mengadopsi strategi implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana 
yang dijelaskan Mulyasa (2009:58) yaitu 
(1) pengelompokan madrasah, (2) 
pentahapan implementasi manajemen 
berbasis madrasah, dan (3) Perangkat 
implementasi MBM. 
Rencana madrasah merupakan salah 
satu perangkat terpenting dalam pengelolaan 
MBM. Rencana Madrasah merupakan 
perencanaan madrasah untuk jangka waktu 
tertentu, yang disusun oleh madrasah sendiri 
bersama dewan madrasah. Adapun yang 
terdapat dalam rencana tersebut adalah visi 
dan misi madrasah, tujuan madrasah, dan 
prioritas-prioritas yang akan dicapai serta 
strategi-strategi untuk mencapainya. Dengan 
membaca rencana madrasah, seseorang akan 
memiliki gambaran lengkap tentang suatu 
madrasah. Untuk memotivasi madrasah 
membuat rencana yang baik perlu 
disediakan penghargaan terhadap madrasah 
yang berhasil mencapai kemajuan. 
Sebaliknya, diberikan sanksi kepada 
madrasah yang tidak berhasil melaksanakan 
sesuai rencana. Sanksi tersebut dapat berupa 
pengurangan dana tertentu pada anggaran 
berikutnya. 
Maka keberhasilan manajemen 
berbasis sekolah di madrasah sangat 
bergantung kepada kemampuan dan 
kemauan politik pemerintah (political will) 
dalam hal ini Kemenag sebagai penanggung 
jawab pendidikan. Kalau political will sudah 
ada, maka pelaksanaannya sangat 
tergantung pada bagaimana kesiapan 
pelaksana dan perumus kebijakan dapat 
memperkecil kelemahan yang mungkin 
muncul dan mengeksplorasi manfaat 
semaksimal mungkin. 
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Menurut Murphy dalam Rosyada 
(2007:254), menjelaskan bahwa aspek 
yang diotonomisasikan yang merupakan 
aspek-aspek yang acceptable untuk 
dikembangkan menjadi unsur-unsur 
kegiatan sekolah adalah:   
1. Tujuan, merupakan otoritas yang 
seharusnya diotonomisasikan pada 
sekolah, karena sekolah beserta 
stakeholder-nya sangat mengetahui 
apa yang harus diperbaiki, 
ditingkatkan dan/ atau diadakan serta 
dikembangkan. Perumusan tujuan 
tersebut harus bertolak dari visi dan 
misi sekolah serta values yang 
dimilikinya. Di samping itu MBS 
dikembangkan untuk memberi 
kewenangan pada sekolah untuk 
merumuskan program-program 
strategis untuk mencapai visi dan misi 
sekolah, dan juga visi sekolah di 
tingkat daerah. 
2. Budgetting, merupakan jantung 
manajemen berbasis sekolah. Kontrol 
terhadap kurikulum dan personalia 
sangat tergantung pada keuangan. 
Oleh sebab itulah sekolah diberi 
kewenangan untuk berkomunikasi 
dengan stakeholdernya, bukan untuk 
menarik berbagai retribusi tambahan 
dari mereka, tapi untuk membahas 
program-program yang rasional 
untuk dikembangkan serta strategi 
fundrising yang dapat dikembangkan 
untuk mendukung struktur keuangan 
sekolah. 
3. Pesonalia, yakni kewenangan sekolah 
untuk menentukan rencana 
pengadaan, serta pembinaan tenaga 
yang ada, karena sekolahlah yang 
paling tahu kebutuhan tenaga 
pengajarnya. Jika soal guru ini 
sepenuhnya diserahkan sepenuhnya 
pada pemerintah, termasuk proses 
seleksinya, maka akan terjadi 
terangkat orang dengan keahlian yang 
tidak diperlukan, dan justru yang 
diperlukan tidak diangkat, atau diberi 
tugas yang tidak sesuai dengan 
keahliannya. 
4. Kurikulum, dalam paket MBS 
otonomi secara totalitas termasuk 
kurikulum. Namun tampaknya 
Indonesia, belum berani melepas 
penuh penyusunan kurikulum pada 
sekolah bersama dengan stakeholder-
nya dan user-nya, sehingga kini 
Kemendikbud telah menyajikan 
outline tentang kompetensi yang 
harus dijangkau beserta berbagai 
indikator kompetensinya dengan 
tetap memberi ruang kepada sekolah 
untuk mengembangkan keunggulan-
keunggulannya. 
5. Struktur organisasi yang dapat 
mendukung terhadap proses 
pendelegasian kewenangan tersebut, 
agar ada divisi yang dapat melakukan 
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pengelolaan sarana dan prasarana, 
pengembangan teknologi dalam 
pelayanan administrasi maupun 
sumber belajar, sehingga sekolah 
mampu berkembang serta maju 
seiring kemajuan teknologi, dan 
siswa-siswa yang tidak tertinggal oleh 
berbagai kemajuan dunia. 
Di samping itu sisi pengorganisasian 
dan pengelolaannya, maka madrasah harus 
selalu dipahami dan ditempatkan tanggung 
jawab yang sama dengan institusi 
pendidikan lainnya. Sebagai institusi 
pendidikan, yang bernafaskan agama, maka 
menurut Shaleh (2006:149) madrasah harus 
bergerak dalam mekanisme organisasi yang 
profesional, dengan formulasi 
pengorganisasian dan penyelenggaraan 
sebagai berikut: 
a. Pengorganisasian dan pengelolaan 
madrasah dalam arti penataan dan 
pengaturan seluruh komponen 
pendidikan yang memungkinkan 
tercapainya tujuan institusional, secara 
bertahap dilimpahkan kepada pihak 
madrasah (School Based 
Management) dan didukung oleh 
masyarakat (Community Based 
Education), sehingga madrasah tidak 
terisolasi dari komunitasnya. 
b. Orientasi pengorganisasian dan 
pengelolaan madrasah diarahkan 
kepada terciptanya hubungan timbal-
balik antara madrasah dan masyarakat 
dalam rangka memperkuat posisi 
madrasah sebagai lembaga 
pendidikan. Pemerintah berperan 
sebagai fasilitator dalam rangka 
pembinaan terhadap pengorganisasian 
dan pengelolaan madrasah melalui 
kebijakan strategis yang dapat 
menjamin eksistensi madrasah, 
sehingga dimungkinkan adanya 
subsidi dari pemerintah, baik finansial 
maupun bantuan teknik dan 
ketenagaan 
c. Struktur pengorganisasian dan 
pengelolaan madrasah bersifat 
fleksibel sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan madrasah. Fleksibilitas  
yang dimaksud adalah bahwa 
struktural maupun organisasi 
pengelola madrasah tidak bersifat 
kaku, tetapi mengikuti dinamika 
internal dan eksternal madrasah. 
d. Pengelolaan madrasah dikembangkan 
melalui pendekatan profesional yang 
memungkinkan tumbuh dan 
berkembangnya segenap potensi 
madrasah, sehingga mampu 
mengimplementasikan prinsip-prinsip 
School Based Management yang 
secara histori telah ada pada kultur 
madrasah. 
e. Pengelolaan madrasah bersifat terbuka 
dan demokratis. Pengelola diberi 
kesempatan untuk menumbuh-
kembangkan nilai-nilai demokratis 
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dan hak asasi manusia (HAM) dalam 
membina tata hubungan kerja di 
madrasah. Implementasi dari 
keterbukaan dalam pengelolaan 
madrasah ini tercermin pada adanya 
lembaga kontrol terhadap manajemen 
madrasah yang dibangun secara 
demokratis dan memiliki otoritas dan 
kemandirian. 
f. Manajemen madrasah diberi peluang 
yang memungkinkan terciptanya kerja 
sama dengan unsur dan unit kerja lain 
dalam rangka peningkatan kualitas 
pendidikan. 
g. Pengelolaan madrasah perlu 
mengembangkan konsep-konsep 
keterpaduan yang mencakup: 
1. Keterpaduan lingkungan 
pendidikan (keluarga, sekolah, dan 
masyarakat). Jika salah satu di 
antara ketiga komponen tersebut 
tidak mampu berinteraksi secara 
sinergis dalam kompetisi dinamika 
yang positif, maka institusi 
pendidikan ini tidak bisa 
memberikan hasil yang maksimal. 
2. Keterbukaan antar jenjang 
madrasah (MI, MTs, dan MA). 
Keterpaduan yang dimaksud adalah 
bahwa keseluruhan jenjang atau 
tingkat pembelajaran merupakan 
suatu konstruksi utuh yang bersifat 
integral, tidak parsial. Bahwa 
materi yang diajarkan di MI 
merupakan satu paket yang tidak 
terpisahkan dengan materi yang 
diajarkan pada tingkat berikutnya, 
yaitu MTs dan MA. 
h. Pengawasan atau kontrol 
pengorganisasian dan pengelolaan 
madrasah dilakukan oleh suatu badan 
atau dewan sekolah yang memiliki 
kompetensi sebagai pendamping 
pengelola madrasah. Institusi atau 
badan tersebut dibentuk oleh 
masyarakat pendukung  madrasah 
tanpa terlalu banyak campur tangan 
pemerintah dan pengelola madrasah, 
sehingga terjamin independensinya. 
i. Perlu disiapkan perangkat atau 
tindakan hukum  bagi mereka yang 
melanggar atau menyimpang dari 
prosedur dan etika pengelolaan dan 
pengorganisasian madrasah. 
Misalnya, madrasah dibebaskan dari 
intervensi politik dan kepentingan 
lainnya di luar institusi kependidikan, 
sehingga cita-cita madrasah tidak 
mengalami distorsi dan tereduksi oleh 
berbagai kepentingan. 
j. Diperlukan adanya upaya bersama 
untuk mengembalikan image 
madrasah sebagai lembaga pendidikan 
umum yang berciri khas agama Islam. 
Hal ini harus dipahami secara bijak 
oleh berbagai pihak yang peduli 
terhadap madrasah, bahwa 
pengelolaan madrasah yang cenderung 
Salmi Wati, Inovasi Pelakssanaan School Based Management pada…|115 
bergerak dalam bingkai formalisme, 
mengejar target angka, tanpa peduli 
terhadap kepentingan masyarakat, 
sesungguhnya telah memposisikan 
madrasah pada posisi yang marginal 
dan negatif dalam imajinasi 
masyarakat. 
 
Oleh sebab itu, di era otonomi daerah 
dan otonomi pendidikan, reposisi 
kelembagaan Islam dalam hal ini diwakili 
madrsah, ditunjukkan pada berkembangnya 
identitas lembaga tersebut yang pada 
akhirnya akan melahirkan pribadi peserta 
didiknya yang mempunyai identitas karena 
pembinaan madrasah dengan ciri khas yang 
dimilikinya.  Di samping itu madrasah perlu 
diberi kesempatan untuk berkembang 
sejalan dengan aspirasi lingkungannya. 
Kualitas hasil pendidikan madrasah akan 
dinilai oleh masyarakat. Demikian juga 
hidup dan matinya madrasah akan 
ditentukan oleh masyarakat pula.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Madrasah dan Kedudukannya dalam 
Sistem Pendidikan Nasional dan Otonomi 
Daerah 
Pada masa penjajahan hingga tahun 
1950-an madrasah memiliki konotasi 
sebagai lembaga pendidikan formal yang 
dibedakan dengan "sekolah" yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun 
swasta. Perbedaan terletak pada dasar 
filosofi pendiriannya yaitu untuk mendidik 
anak agar mengetahui ajaran agama dan 
kemudian dapat mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Tujuan pendidikannya sangat 
sederhana dan lebih menekankan kepada 
dimensi moral dan spiritual. Madrasah 
semula tidak mementingkan ijazah dan tidak 
ditanamkan cita-cita untuk memperoleh 
pekerjaan apalagi menjadi pegawai negeri. 
Orientasi pendidikan yang dikembangkan 
lebih ditujukan untuk mencapai keridhaan 
Tuhan, yang pada gilirannya akan 
mendatangkan kebutuhan-kebutuhan lain 
yang bersifat keduniawian. Ketika zaman 
berubah dan kemerdekaan telah diperoleh, 
pemikiran untuk mengembangkan madrasah 
terus-menerus dilakukan. Kebutuhan 
masyarakat Indonesia, khususnya 
masyarakat Muslim akan lembaga 
pendidikan yang dapat melahirkan anak 
didik yang selain berilmu pengetahuan 
tinggi sekaligus memiliki agama yang kuat, 
semakin meningkat.  
Kebijaksanaan pemerintah, dalam 
hal ini Departemen Agama RI, untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan madrasah 
dimulai dengan program Madrasah Wajib 
Belajar (1958) sebagai upaya menjabarkan 
ide dalam UU No. 4 tahun 1950, pasal 10 
ayat 2 yang berbunyi "belajar di sekolah 
agama yang telah mendapat pengakuan dari 
Menteri Agama dianggap telah memenuhi 
kewajiban belajar ..." dan dilanjutkan 
dengan SKB Tiga Menteri yang memberikan 
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pengakuan kesederajatan antara madrasah 
dan sekolah. Kedudukan madrasah semakin 
kuat setelah diundangkannya UU No.2 
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN) (Shaleh, 2006:35). 
Bersamaan dengan lahirnya UU 
No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menegaskan kembali 
kedudukan madrasah sebgai bagian dari 
sistem pendidikan di Negeri ini. Dengan 
demikian posisi madrasah sejajar dengan 
sekolah, kurikulumnya pun mengadopsi 
kurikulum sekolah yang berlaku secara 
nasional, sehingga materi pelajaran yang 
diajarkan di madrasah adalah seratus persen 
materi pelajaran umum. Karena itu, 
kayaknya siswa sekolah umum, siswa 
madrasah juga dituntut untuk menguasai 
ilmu pengetahuan umum, sains dan 
teknologi. 
Di  tingkat grass-root, kecenderungan 
pendidikan satu atap tampaknya menguat. 
Hal itu dipicu oleh persoalan internal 
madrasah yang relatif mengalami berbagai 
kelemahan teknis pengelolaan di banding 
sekolah. Kementerian Agama dalam 
berbagai diskusi mengaku tidak keberatan 
kalau madrasah  dikelola Kemendikbud, 
sesuai UU. Namun dengan harapan yang 
sangat besar agar identitas keislaman 
lembaga yang selama ini dikelolanya bisa 
dijaga (Fathoni. 2005:17). 
Harapan yang dikemukakan Kemenag 
ini seolah suatu jawaban tak langsung 
tentang tidak perlunya pendidikan harus 
dikelola satu atap. Tambahan lagi, 
pengelolaan pendidikan satu atap 
memunculkan kekhawatiran madrasah akan 
disamakan atau dilebur dengan sekolah , 
sehingga sejarah madrasah tamat, akan 
terjadi. Maka sampai sekarang pengelolaan 
madrasah masih di bawah Kemenag instansi 
vertikal.  
Inovasi Pelaksanaan School Based 
Management pada Madrasah yang 
Berada di Bawah Kemenag Instansi 
Vertikal 
 
Sebagai sekolah umum yang berciri khas 
Islam, di madrasah di samping mempelajari 
seratus persen materi pelajaran umum, juga 
diberikan materi tambahan yakni materi 
Pendidikan Agama Islam yang bobotnya 
lebih banyak dibanding sekolah, sehingga 
beban pembelajaran di madrasah sedikit 
lebih berat dibanding dengan sekolah umum. 
Meskipun hal tersebut sudah menjadi 
konsekwensi madrasah, namun dari segi 
prestasi Ujian Nasional madrasah tidak 
ketinggalan dibandingkan sekolah. Bahkan  
data menunjukkan prestasi Ujian Nasional  
Madrasah Tsanawiyah ada yang lebih tinggi 
dari prestasi Ujian Nasional SLTP. 
Ditambah lagi dari segi budgeting, di mana 
madrasah di bawah Kemenag instansi 
vertikal mempunyai budgeting yang sangat 
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terbatas di banding sekolah yang berada 
dibawah Kemendikbud. 
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di madrasah dan 
meningkatkan prestasi siswa dalam bingkai 
manajemen berbasis sekolah dituntut peran 
aktif dari kepala madrasah, karena kepala 
madrasah  merupakan agen perubahan di 
madrasah. Kepala madrasah harus 
memainkan peran aktif serta mempunyai 
kemampuan leadership yang baik. 
Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan 
oleh madrasah sebagai realisasi dari 
manajemen berbasis sekolah yang secara 
langsung berdampak pada prestasi Ujian 
Nasional siswa madrasah di antaranya: (1) 
Pelaksanaan pengajaran remedial yang 
intensif dilakukan oleh guru-guru madrasah 
bagi siswa yang belum  
Di samping inovasi-inovasi di atas, 
menurut penulis masih ada beberapa usaha 
yang dapat dilakukan madrasah dalam 
meningkatkan prestasi siswa secara 
keseluruhan termasuk prestasi pada saat 
Ujian Nasional: (1) Mengadakan jam 
pelajaran tambahan, (2) memberdayakan 
guru untuk membuat prediksi soal Ujian 
Nasional, (3) Mengevaluasi soal-soal Ujian 
Nasional lima tahun  sebelumnya, (4) 
Mengadakan try out dari MGMP, (5) 
Bekerja sama dengan orang tua siswa, (6) 
Menggunakan sistem asrama, (7) 
Melaksanakan kegiatan keagamaan dan 
motivasi. 
Itulah beberapa cara lain sebagai 
alternatif yang bisa dilakukan madrasah 
dalam mengembangkan manajemen 
berbasis sekolah dalam rangka 
meningkatkan kualitas pendidikan di 
madrasah serta meningkatkan prestasi 
siswanya. 
KESIMPULAN 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang mengamanatkan agar penyelenggaraan 
pendidikan dilaksanakan dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah 
merupakan bukti kesungguhan pemerintah 
dalam menyikapi aspirasi masyarakat 
berkaitan dengan tuntutan peningkatan mutu 
pendidikan. 
Dalam rangka menjawab tantangan 
di bidang pendidikan dan harapan 
masyarakat berupa tuntunan peningkatan 
mutu pendidikan, manajemen berbasis 
sekolah/madrasah (MBS/MBM) merupakan 
hal mutlak yang harus disikapi dan 
dilaksanakan, sebab secara teoretis 
MBS/MBM tidak lagi menjadikan 
pemerintah sebagai pusat penguasa 
pendidikan, tetapi terjadi disenteralisasi dan 
otonomi pendidikan di sekolah/madrasah. 
Dalam kerangka manajemen 
berbasis sekolah madrasah telah melakukan 
berbagai macam bentuk inovasi dalam 
rangka meningkatkan mutu pendidikan di 
madrasah sehingga dari segi kualitas  
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(terutama pada Ujian Nasional)  prestasi 
madrasah belakangan ini tidak ketinggalan 
dibanding dengan prestasi yang dicapai 
sekolah. Bahkan prestasi UN siswa  
beberapa Madrasah Tsanawiyah lebih tinggi 
dari siswa SLTP.  
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